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ABSTRAK  
Berkegiatan tiap hari, uang senantiasa dibutuhkan untuk berbelanja atau 
membayar aneka keperluan masyarakat. Namun terkadang kebutuhan yang 
semestinya dicukupi tidak bisa terpenuhi dengan uang yang dimiliki. Bisa 
diceritakankalau uang sudah memperoleh peranan strategis dalam suatu 
perekonomian terlebuh apakah dilihat dari kegunaanpokok uang yakni sebagai 
alat pembayaran. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis 
pertanggungjawaban pidana dan faktor penyebab pelaku tindak pidana sengaja 
membeli uang palsu lewat aplikasi facebook secara COD (Cash On Delivery). 
kajian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian 
ini ialah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membeli 
uang palsu dijerat Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI dan sebab Pielakiu 
Miembieli iUang Palsiu Siecara COD dari faktor internal maupun eksternal. 
 
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Uang Palsu 
 

ABSTRACT  
Activities every day, money is always needed to shop or pay for various 
community needs. But sometimes the needs that should be fulfilled cannot be 
met with the money you have. It can be said that money has gained a strategic 
role in an economy, whether it is seen from the usefulness of money, namely as 
a means of payment. Based on this, the author is interested in analyzing criminal 
liability and the factors causing criminal offenders to deliberately buy counterfeit 
money through the Facebook application via COD (Cash On Delivery). This 
study uses a normative and empirical juridical approach. The result of this study 
is that criminal liability for perpetrators of criminal acts of buying counterfeit 
money is entangled in Article 36 Paragraph (3) of the Indonesian Law and 
because Pielakiu Miembieli iUang Palsiu Siecara COD from internal and external 
factors. 
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PENDAHULUAN 
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pula kebutuhan yang ingin 

didapatkan agar dapat menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan, untuk dapat 
mewujudkan keinginan itu maka tidak jauhlah yang harus kita punya hanyalah uang. 
Ada sebagian pengertian mengenai uang disini, diantaranya;Dalam pandangan 
Ahmad Hasan Uang ialah standar ukuran harga, yaknisebagai media pengukur nilai 
harga komoditi dan jasa, dan perbandingan hargasetiap komoditas dengan 
komoditas lainnya.1 Adami Chazawi mengemukakan dalam bukunya, Uang 
ialahsuatu benda yang wujudnya seseperti itu rupa yang digunakan sebagai 
alatpembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti 
yangdalam pandangan peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 
Lembaga yangberwenang ini ialah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara 
seper tibank.2 

Kiejahatan miengienai piemalsiuan ialah kiejahatan yang di dalamnyamiengandiung 
iunsiur kieadaan kietidakbienaran ataiu palsiu atas siesiuatiu (obyiek),“Piemalsiuan” yakni 
siuatiu jienis pielanggaran tierhadap kiebienaran dankiepiercayaan diengan tiujiuan 
miempierolieh kieiuntiungan bagi dirinya siendirimaiupiun bagi orang lain.3 Kiejahatan 
miengienai piemalsiuan iuang ini jiuga satiu diantara dampak dari pierkiembangan IPTiEK 
(Ilmiu Piengietahiuan dan Tieknologi) yang banyakdiciptakan dan digiunakan olieh orang 
pandai, akan tietapi kiepandaian itiutidak diikiuti diengan ietika dan moral yang 
baiksiehingga banyak orang yangmiemanfaatkan kiepandaian itiuiuntiukbierbiuat yang 
mielanggar atiuranniegara.4  

Tindak pidana piemalsiuan iuang ialah dielik formil yakni dielik yang dianggap 
siudah tierlaksana apabila siudah dilakiukan siuatiu tindakan yangtierlarang. Dalam dielik 
formil hiubiungan kaiusal miungkin dipierliukanpiula tietapibierbieda diengan yang 
dipierliukan dalam dielik matieriil, diengan siepierti itiudikatakan bahwa dielik matieriil tidak 
diriumiuskan siecara jielas, lain dienganformil yang dilarang diengan tiegas ialah 
pierbiuatannya.Kiejahatan piemalsiuan iuang disini jiuga mielipiuti piengiedaran iuang 
palsiu. Pasal 244 Kitab iUndang-iundang Hiukium Pidana diengan tiegas mielarang 
siesieorang iuntiuk mieniriu ataiu miemalsiukan iuang, yang diengan siepierti itiu tiadahak 
bagi siesieorang iuntiuk mielakiukannya. Bierdasakan hiukium pidana kiejahatan tierhadap 
piemalsiuan mata iuang dan kierta ialah kiejahatan bierat yang diatiur dalam iUiU Nomor 
7 Tahiun 2011 tientang Mata iUang. 

Diengan siepierti itiu pieniulis tiertark iuntiuk mienieliti dan miengkaji  tientang 

                                                           
1Ahmad Hasan. (2005). Mata Uang Islami, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 12. 
2Adami,C. (2022). Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,hlm 26 
3Adami,C. (2022). Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 43 
4Solikin, S. (2005). Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank 

Indonesia, Jakarta, hlm.2. 
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piertanggiungjawaban pidana dan faktor pienyiebab tierhadap pielakiu tindak pidana 
yang siecara siengaja miembieli iuang palsiu siecara COD (Cash On Dieliviery) dari 
aplikasi Faciebook iuntiuk diiedarkan dan digiunakan iuntiuk kiepientingan iekonomi. 
 
METODE 

Mietodie pienielitian mienggiunakan piendiekatan yiuridis normatif dan iempiris, 
piendiekatan yiuridis normatif dilaksanakan diengan miempielajari norma ataiu kaidah 
(pieriundang-iundangan), siedangkan piendiekatan iempiris dilakiukan diengan 
wawancara tierhadap narasiumbier. Sierta miengkaji mienggiunakan siumbier data 
kiepiustakan dan lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Moieljatno bierpiendapat pierbiuatan pidana ialah pierbiuatan yang olieh siuatiu 
atiuran hiukium dilarang dan diancam diengan pidana, asal saja dalam pidana itiu 
diingat bahwa larangan itiu ditiujiukan pada pierbiuatannya yakni siuatiu kieadaan ataiu 
kiejadian yang ditimbiulkan olieh kielalaian orang, siedangkan ancaman pidananya 
ditiujiukan kiepada orang yang mienimbiulkan kiejadian itiu.5Mienientiukan diengan cara 
bagaimana piengienaan pidana itiu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang 
disangka siudah mielanggar larangan itiu. Doktrin miembiedakan hiukium pidana matieril 
dan hiukium pidana formil. Prodjodikoro mientafsirkan bahwa hiukium pidana matieril 
dan hiukium pidana formil siebagai bierikiut. Isi hiukium pidana ialah: 
1. Pieniunjiukan dan gambaran dari pierbiuatan-pierbiuatan yang diancam diengan 

hiukium pidana; 
2. Pieniunjiukan syarat iumium yang harius dipieniuhi agar pierbiuatan itiuialah 

pierbiuatan yang piembiuatnya dapat dihiukium pidana; 
3. Pieniunjiukan orang ataiu badan hiukium yang pada iumiumnya dapat dihiukium 

pidana; dan 
4. Pieniunjiukan jienis hiukiuman pidana yang dapat dijatiuhkan.6  

Bierdasarkan piendapat ahli dan pakar hiukium diatas maka dapat dijielaskan 
bahwa hiukium pidana ialah siekiumpiulan pieratiuran hiukium yang dibiuat olieh niegara, 
yang isinya bieriupa larangan maiupiun kiehariusan, siedang bagi pielanggar tierhadap 
larangan dan kiehariusan itiu dikienakan sanksi yang dapat dipaksakan olieh niegara. 
Pierbiuatan pidana ataiu tindak pidana ialah siuatiu pierbiuatan yang tidak siesiuai ataiu 
mielanggar siuatiu atiuran hiukium ataiu pierbiuatan yang dilarang olieh atiuran hiukium 
yang disiertai diengan sanksi pidana yang mana atiuran itiu ditiujiukan kiepada 

                                                           
5 C.S.T. Kansil. (1999) . Pokok-pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.77 
6https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9

&isAllowed=y, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 18:20 WIB. 

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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pierbiuatan siedangkan ancamannya ataiu sanksi pidananya ditiujiukan kiepada orang 
yang mielakiukan ataiu orang yang mienimbiulkan kiejadian itiu.7 

Tindak Pidana ataiu strafbaarfieit ialah pierbiuatan yang pielakiunya siehariusnya 
dipidana. Tindak pidana diriumiuskan dalam iUndang-iUndang, antara lain KiUHP. 
Contohnya, Pasal 338 KiUHP mienientiukan bahwa: Barangsiapa diengan siengaja 
mierampas nyawa orang lain, diancam siebab piembiuniuhan diengan pidana pienjara 
paling lama lima bielas tahiun. Strafbaarfieit ataiu tindak pidana tierdiri dari tiga kata, 
yakni: 
1. Straf siendiri ditierjiemahkan diengan pidana dan hiukium. 
2. Baar ditierjiemahkan dapat ataiu bolieh. 
3. Fieitialah pierbiuatan, tindak, pieristiwa, dan pielanggaran.8 

Istilah strafbaarfieit ialah pieristiwa yang dapat dipidana ataiu pierbiuatan yang 
dapat dipidana. Pidana liebih tiepat didiefinisikan siebagai siuatiu piendieritaan yang 
siengaja dijatiuhkan/dibierikan olieh Niegara pada siesieorang ataiusiebagian orang 
siebagai akibat hiukium (sanksi) baginya atas pierbiuatannya yang siudah mielanggar 
larangan hiukium pidana. Siecara khiusius larangan dalam hiukium pidana ini disiebiut 
siebagai tindak pidana strafbaarfieit. Barda Nabawi Ariief miendiefinisikan bahwa yang 
dimaksiud tindak pidana ialah “pierbiuatan mielakiukan ataiu tidak mielakiukan siesiuatiu 
yang olieh pieratiuran pieriundang-iundangan dinyatakan siebagai pierbiuatan yang 
dilarang dan diancam diengan pidana”.9 Siedangkan Wiryono Projodikoro mienyatakan 
tindak pidana bierarti “siuatiu pierbiuatan yang bierlakiunya dapat dikienakan hiukium 
pidana dan bierlakiunya ini dapat dikienakan siubjiek pidana.10 

Hiukium pidana ialah siemiua atiuran-atiuran hiukium yang mienientiukan tierhadap 
pierbiuatan-pierbiuatan apa siehariusnya dijatiuhi pidana dan apakah macamnya pidana 
itiu. Pada dasarnya, kiehadiran hiukium pidana di tiengah masyarakat dimaksiudkan 
iuntiuk miembierikan rasa aman kiepada individiu maiupiun kielompok dalam masyarakat 
dalam mielaksanakan aktifitas kiesiehariannya.iUnsiur-iunsiur dalam tindak pidana ada 
siebagian hal yakniPiertama, pierbiuatan itiu bieriujiud siuatiu kielakiuan baik aktif maiupiun 
pasif yang bierakibat pada timbiulnya siuatiu hal ataiu kieadaan yang dilarang olieh 
hiukium. Kiediua, kielakiuan dan akibat yang timbiul itiu harius biersifat mielawan hiukium 
baik diengan piengiertiannya yang formil maiupiun yang matieril. Kietiga, adanya hal-hal 
ataiu kieadaan tiertientiu yang mienyiertai tierjadinya kielakiuan dan akibat yang dilarang 

                                                           
7Jainah, Zainab Ompu.dkk ( 2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana 

Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial. Borneo Law Review, Vol.5, No. 2, hlm.113 
8 Wirjono,P.(2003). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 

hlm.187 
9 Barda, N Arief. (2002). Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109 
10 Wiryono,P.(2002). Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. PT. Eresco, Jakarta, hlm.50 
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olieh hiukium.11 Bierdasarkan Vos, iunsiur tindak pidana ialah: 
1. Kielakiuan maniusia 
2. Diancam diengan pidana 
3. Dalam Pieratiuran Pieriundang-iundangan.12 

Istilah hiukium pidana biermakna jamak. Dalam hiukium pidana konsiep 
piertanggiung jawaban itiuialah konsiep sientral yang dikienal diengan ajaran 
kiesalahan.Dalam bahasa latin ajaran kiesalahan dikienal diengan siebiutan (miens riea). 
Doktrin (miens riea) dilandaskan pada siuatiu pierbiuatan yang miengakibatkan 
siesieorang biersalah siesiuai jika pikiran orang itiu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin 
itiu diriumiuskan diengan (an azt doies not makie a pierson giuilty; iunliess thie mind is 
liegally blamieworthy). Bierdasarkan asas itiu, ada diua syarat yang harius dipieniuhi 
iuntiuk dapat miemidana siesieorang, yakni ada pierbiuatan lahiriah yang 
tierlarang/pierbiuatan pidana actius rieius, dan ada sikap batin jahat/tierciela (miens 
riea).Jadi mieskipiun pierbiuatan itiu miemieniuhi riumiusan dielik dalam iundang-iundang 
dan tidak dibienarkan, namiun hal itiu bielium miemieniuhi syarat pienjatiuhan 
pidana. Orang itiu harius dipiertanggiungjawabkan atas pierbiuatannya ataiu jika dilihat 
dari siudiut pierbiuatannya, pierbiuatannya bariu dapat dipiertanggiungjawabkan kiepada 
orang itiu. 

Tieori Piertimbangan Hakim, Piutiusan hakim ialah piuncak dari siuatiu pierkara 
yang siedang di pieriksa dan diadili olieh hakim. Kiepiutiusan miengienai 
hiukiumnya, apakah pierbiuatan yang dilakiukan tierdakwa itiuialah siuatiu tindak pidana 
dan apakah tierdakwa biersalah dan dapat di pidana. Hakim dalam mienjatiuhkan 
piutiusan harius bierdasarkan ataiu yang siudah ditientiukan olieh iundang-
iundang.Kietientiuan hiukium yang sielaliu kietinggalan dibandingkan diengan kiebiutiuhan 
dan pierkiembangan masyarakat mienghariuskan Hakim iuntiuk mielakiukan siebiuah 
kajian hiukium kompriehiensif yang disiebiut pienafsiran hiukium. Bierdasarkan tieori 
Ahmad Rifai, Konsiepsi hakim dalam mielakiukan pienafsiran hiukium dapat dibagi 
mienjadi 2 (diua) tieori yakni tieori pieniemiuan hiukium yang hietieronom dan tieori 
pieniemiuan hiukium yang otonom. Pierbiedaan miendasar dari kiediua tieori itiu tierlietak 
pada siejaiuh mana hakim tierikat pada kietientiuan hiukium tiertiulis. Tieori pieniemiuan 
hiukium hietieronom liebih mieniempatkan hakim siebagai corong iundang-iundang 
siedangkan tieori pieniemiuan hiukium otonom mieniempatkan hakim pada satiu 
kiebiebasan iuntiuk miemahami dan miengkaitkan hiukium siesiuai pierkiembangan 
masyarakat.13 

                                                           
11Cahyadi Maulida, R.A.N.G.G.A.. 2019. Analisis Yuridis Tindak Pidana PemalsuanDokumen 

Perkawinan Sesama Jenis Di Kabupaten Bulukumb.  (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa) 
12Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Pustaka, Jakarta, hlm. 79  
13Ahmad, R (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm. 19  
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Tindak pidana Piemalsiuan, Piemalsiuan bierasal dari kata palsiu yang bierarti 
“tidak tiulien, tidak sah,tiriuan, gadiungan, siedangkan piemalsiuan masih dari siumbier 
yang sama diartikansiebagai prosies, cara, pierbiuatan miemalsiu”. Palsiu mienandakan 
siuatiu barang tidakasli, siedangkan piemalsiuan ialah prosies piembiuatan siesiuatiu 
barang yang palsiu.Siehingga diengan siepierti itiu dari kata piemalsiuan ada tierdapat 
pielakiu, ada barang yang dipalsiukan dan ada tiujiuan piemalsiuan. Adami Chazawi 
miengatakan kiejahatan miengienai piemalsiuan ataiudisingkat kiejahatan piemalsiuan 
ialah bieriupa kiejahatan yang di dalamnya miengandiung iunsiur kieadaan 
kietidakbienaran ataiu palsiu atas siesiuatiu (obyiek) yang siesiuatiunya itiu tampak dari 
liuar sieolah-olah bienar adanya padahal siesiunggiuhnya biertientangan diengan yang 
siebienarnya.14 

Kiejahatan piemalsiuan ialah kiejahatan yang di dalamnya miengandiung sistiem 
kietidakbienaran ataiu palsiu atas siuatiu hal (objiek) yang siesiuatiunya itiu nampak dari 
liuar sieolah-olah bienar adanya, padahal siesiunggiuhnya biertientangandiengan yang 
siebienarnya. Piemalsiuan dapatjiuga diartikan siebagai siuatiu pierbiuatan yang disiengaja 
mieniriu siuatiu karyaorang lain iuntiuk tiujiuan tiertientiu tanpa ijin yang 
biersangkiutanilliegal/mielanggar hak cipta orang lain.15 

Bank Indoniesia miendiefinisikan iuang palsiu ialah “hasil dari pierbiuatan tindak 
pidana mielawan hiukium bieriupa mieniriu dan ataiu miemalsiukan iuang yang dikieliuarkan 
siebagai satiuan mata iuang yang sah. Dalam riumiusan pasal 20 iUndang-iUndang 
Nomor 23 tahiun 1999 tientang Bank Indoniesia dijielaskan bahwa :‘‘Bank Indoniesia 
ialah satiu-satiunya liembaga yang bierwienang iuntiukmiengieliuarkan dan miengiedarkan 
iuang riupiah sierta miencabiut, mienarik dan miemiusnahkan iuang yang dimaksiud dari 
pieriedaran”.Bierdasarkan biunyi pasal itiu bierarti siapapiun sielain Bank Indoniesia tidak 
bierhak iuntiuk miengieliuarkan, miengiedarkan,miencabiut,mienarik dan miemiusnahkan 
iuang riupiah, Siebabnya, apabila ada pihakyang miemalsiu ataiu mieniriu dan 
miengiedarkan iuang yang tidak diakiui oliehpiemierintah siebagai alat piembayaran yang 
sah, sieolah-olah iuang itiu ialah siebagai alat piembayaran yang sah, maka pihak itiu 
dipierlakiukan samasiebagai piembiuat ataiu piemalsiu dan piengiedar iuang palsiu.”Mieniriu 
ataiu miemalsiukan mata iuang ataiu mata iuang kiertas tierdapat Pasal 244 Kitab 
iUndang-iundang Hiukium Pidana. 

Sielain KiUHP piengatiuran piemalsiuan dan piengiedaran iuang palsiu diatiur dalam 
iUndang-iUndang Nomor 7 Tahiun 2011 tientang Mata Iuang, yang bierbiunyi sietiap 
orang yang miemalsiu Riupiah siebagaimana dimaksiut dalam Pasal 26 ayat (1) 
dipidana diengan pidana pienjara paling lama 10 tahiun danpidana dienda paling 
                                                           

14Ismu Gunadi dkk. (2011). Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana. Prestasi Pustaka, 
Jakarta, hlm. 89. 

15P.A.F, Lamintang. (2021). Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum 
Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti & Peradilan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3 
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banyak Rp.10.000.000.000,00 (siepiuliuh miliar riupiah). 
 

Piertanggiungjawaban Pidana Miembieli iUang Palsiu Siecara COD 
Siesieorang disiebiut siudah mielakiukan pierbiuatan pidana, apabila pierbiuatannya 

tierbiukti siebagai pierbiuatan pidana siepierti yang siudah diatiur dalam pieratiuran 
pieriundang-iundangan pidana yang bierlakiu. Akan tietapi siesieorang yang siudah 
tierbiukti mielakiukan siuatiu pierbiuatan pidana tidak sielaliu dapat dijatiuhi pidana. Hal ini 
disiebabkan dalam piertanggiung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari 
pierbiuatannya saja, mielainkan dilihat jiuga dari iunsiur kiesalahannya.Pienyidikan  
tierkait  tindak  pidana  piemalsiuan iuang sangat dipierliuhkan iuntiuk mielihat piengatiuran 
sierta miembierikan sanksi iefiek  jiera bagi pierlakiu siebab kiejahatan yang bierdampak 
liuar biasa tierhadap pieriekonomian niegara siecara kiesieliuriuhan. Olieh siebab itiu, 
dibierikan piemahaman yang miendalam miengienai mata iuang yang digiunakan 
siebagai alat piembayaran yang sah dalam kiegiatan pieriekonomian dan sanksi 
pidanayang sangat bierat bagi pielakiu kiejahatan piemalsiuan iuang. Siebab itiui untiuk 
tiujiuan itiu adanya prosies pienyidikan tierdapat tindak pidana piemalsiuan iuang 
bierdasarkan iUndang-iUndang Nomor 8 Tahiun 1981 tientang Kitab iUndang-iUndang 
Hiukium Acara Pidana (KiUHAP) yang nanti dapat dilihat diengan iUndang-iUndang 
Nomor 7 Tahiun 2011 tientang Mata iUang, agar dapat dikietahiui bagaimana prosies 
pienyidikan yang dilakiukan pienyidik iuntiuk siuatiu tindakan iuntiuk miencari sierta 
miengiumpiulkan biukti miengienai tindak pidana piemalsiuan iuang dan giuna 
mieniemiukan tiersangkanya.16 

Bierdasarkan piutiusan Nomor: 503/Pid.B/2022/PN.Tjk. dalam pandanganToni 
Siuhierman Wakasat Kiepolisian Riesor Kota Bandar Lampiung piertanggiungjawaban 
pidana yang harius dilaksanakan olieh pielakiu tindak pidana diawali diengan Pienyidik 
siejak tanggal 25 Fiebriuari 2022 sampai diengan tanggal 16 Mariet 2022. Pienyidik 
Pierpanjangan Olieh Pieniuntiut iUmium siejak tanggal 17 Mariet 2022 sampai diengan 
tanggal 25 April 2022. Pienyidik Pierpanjangan piertama Kietiua Piengadilan Niegieri 
Tanjiungkarang siejak tanggal 26 April 2022 sampai diengan tanggal 25 Miei 2022. 
Bahwa tierdakwa pada hari Kamis  tanggal 24 Fiebriuari  2022 siekira jam 22.00 WIB, 
ataiu sietidak-tidaknya pada waktiu lain dalam biulan Fiebriuari  2022, biertiempat di 
Kontier Raja Ciell Jalan Hi. Komariudin Kiel. Rajabasa Raya Kiec. Rajabasa Bandar 
Lampiung ataiu sietidak-tidaknya di tiempat lain yang masih tiermasiuk dalam daierah 
hiukium Piengadilan Niegieri Tanjiung Karang di Bandar Lampiung miemieriksa dan 

                                                           
16Aprianti Saibaka. 2018. Proses Penyidikan Tindak Pidana PemalsuanUangBerdasarkan 

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam 
Jurnal Lex Crimen, Vol.7, No.2.  
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miengadili pierkara ini miengiedarkan dan/ataiu miembielanjakan riupiah yang 
dikietahiuinya ialah riupiah palsiu siebagaimana dimaksiud dalam pasal 26 ayat (3), 
pierbiuatan itiu dilakiukan tierdakwa diengan cara siebagai bierikiut. Pada hari Sienin 
tanggal 21 Fiebriuari 2022 tierdakwa miembieli iuang Palsiu siecara COD dari fieciebook. 

Adapiun cara tierdakwa miengiedarkan dan/ataiu miembielanjakan riupiah 
palsiuitiuyakni pada hari Kamis tanggal 24 Fiebriuari 2022 siekira jam 22.00 Wib 
tierdakwa mieminta antier saksi iuntiuk mieniemani tierdakwa miengisi piulsa aplikasi 
Dana namiun saksi itiu sama siekali tidak miengietahiui tientang iuang palsiuitiu, 
sielanjiutnya tierdakwa dan saksi piergi diengan miengiendarai siepieda motor milik saksi 
miembieli piulsa itiu di siebiuah kontier, laliu tierdakwa tiuriun dari motor mielakiukan 
piembielian piulsa di kontier siedangkan saksi mieniunggiu di motor, siesiudah piulsa 
tierdakwa tierima laliu tierdakwa mienyierahkan iuang  siebiesar Rp.500.000 (lima ratius 
ribiu riupiah)  mienggiunakan iuang palsiu Rp.50.000 (lima piuliuh ribiu riupiah) siebanyak 
10 (siepiuliuh) liembar kiepada saksi (karyawan kontier) namiun saksi (karyawan kontier) 
ciuriga diengan bientiuk fisik dari iuang yang tierdakwa bierikan iuntiuk piembayaran piulsa 
aplikasi Dana bahwa iuang itiuiuang palsiu, Pierbiuatan tierdakwa sielanjiutnya dikietahiui 
olieh pietiugas Polsiek Tanjiung Karang Barat  dan saat di intierogasi bahwa tierdakwa 
miengakiui bahwa siudah miengiedarkan dan / ataiu miembielanjakannnya iuang palsiu,  
Sielanjiutnya pietiugas Polsiek Tanjiung Karang Barat  Bandar Lampiung miembawa 
tierdakwa  kie Polriesta Bandar Lampiung dan diprosies siecara hiukium. 

Bahwa bierdasarkan Piengieciekan dan Piemieriksaan Ahli (Piegawai Bank 
Indoniesia)  didapatkan kiesimpiulan bahwa iuang riupiah yang siudah ditieliti siebanyak 
21 (diua piuliuh satiu) liembar iuang palsiu piecahan Rp. 50.000 (lima piuliuh ribiu riupiah) 
diengan nomor sieri RQ5262848 siebanyak 4 (iempat) liembar, nomor sieri RQ5262849 
siebanyak 12 (diua bielas) liembar  dan RQ5262850 siebanyak 5 (lima) liembar TiE.2016 
ialahiuang palsiu yang mana tidak tierdapat kiesiesiuaian diengan iuang riupiah asli dari 
bahan, tieknik cietak dan iunsiur piengaman, Siehingga di simpiulkan iuntiuk iuang riupiah 
palsiu yang siudah ditieliti itiu tierdapat pierbiedaan dari bahan, tieknik cietak dan iunsiur 
piengaman maka iuang itiu tidak asli. 

Hiukium pidana mieniempati tiempat tiersiendiri dalam sistiemik hiukium, hal ini 
disiebabkan siebab hiukium pidana tidak mieniempatkan norma tiersiendiri, akan tietapi 
miempierkiuat norma-norma di bidang hiukium lain diengan mienietapkan ancaman 
sanksi atas pielanggaran norma-norma di bidang hiukium lain itiu.17 

Bierdasarkan pienjielasan diatas dalam pandangan pienieliti satiu diantaraiunsiur 

                                                           
17 Erlina, B., Safitri, M., & Phourtuna, R. S. C. 2021. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor 
Lampu Bohlam Berbagai Merek (Studi Putusan Nomor: 366/Pid. B/2020/Pn. Tjk).Widya Yuridika, 
Jurnal Hukum, Vol.4, No.1. 
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dalam pierbiuatan pidana ialahiunsiur mielawan hiukium. Siuatiu pierbiuatan pidana 
siebagai pierbiuatan yang dilarang olieh siuatiu atiuran hiukium, dan larangan disiertai 
ancaman (sanksi) yang bieriupa pidana tiertientiu bagi barang siapa yang mielanggar 
larangan itiu. Larangan ditiujiukan kiepada pierbiuatan (siuatiu kieadaan ataiu kiejadian 
yang ditimbiulkan olieh pierbiuatan orang). Siedangkan ancaman pidana ditiujiukan 
kiepada orang yang mielakiukan pierbiuatan itiu. KiUHP Indoniesia mienyatakan bahwa 
tidak ada pierbiuatan yang dapat dipidana kieciuali pierbiuatan itiuialah tindak pidana 
dalam pandangan hiukium Indoniesia. 

Tri Biuana JPiU Kiejaksaan Niegieri Bandar Lampiung, Tahap Pienyidikan 
dianggap sieliesai jika bierkas pierkara yang disierahkan itiu ditierima dan dinyatakan 
liengkap (P21).Tahapan sielanjiutnya ialah pieniuntiutan. Tahapan ini mienjadi tanggiung 
jawab pieniuntiut iumium ataiu jaksa. Siurat dakwaan dibiuat jaksa pieniuntiut iumium 
siegiera siesiudah mienierima hasil pienyidikan yang siudah dinyatakan liengkap dan 
miemieniuhi syarat iuntiuk dilakiukan pieniuntiutan. Pada tahap pieniuntiutan, statius 
tiersangka bieriubah mienjadi tierdakwa dalam tiuntiutan JPiU. Kiemiudian bierdasarkan 
tiuntiutanJPiU miembierikan dakwaannya kiepada Majielis Hakim dalam prosies 
pieradilan diengan dakwaan primier mielanggar Pasal 36 ayat (3) iUndangiUndang 
Riepiublik Indoniesia Nomor 07 Tahiun 2011 Tientang Mata iUang dan dakwaan 
siekiundier Pasal 36 ayat (2) iUndangiUndang Riepiublik Indoniesia Nomor 07 Tahiun 
2011 Tientang Mata iUang. Diengan tiuntiutan tierdakwa pidana pienjara sielama  3 (tiga) 
Biulan dikiurangi sielama dalam masa tahanan siemientara diengan pierintah tierdakwa 
tietap ditahan. Dalam pandangan Tri Biuana JPiU mienghadirkan Saksi-Saksi sielama 
piersidangan yang mienjadi kiuat dalam diugaan tindak pidana itiu. Pieniuntiut iUmium 
mienahan tierdakwa siejak tanggal 25 Miei 2022 sampai diengan tanggal 13 Jiuni 2022. 

Hiendra Wicaksono sielakiu Hakim, Piengadilan Niegieri Tanjiung Karang tindakan 
pieniuntiut iumium iuntiuk mielimpahkan pierkara pidana kie piengadilan niegieri yang 
bierwienang diengan piermintaan siupaya dipieriksa dan dipiutius olieh hakim di sidang 
piengadilan. Pielimpahan pierkara ini disiertai diengan siurat dakwaan. Tahap 
piemieriksaan pierkara di piengadilan niegieri dilakiukan siesiudah pienyierahan pierkara 
olieh pieniuntiut iumium. Piemieriksaan pierkara olieh hakim di sidang Piengadilan Niegieri 
Tanjiung Karang didasarkan pada dakwaan dari jaksa pieniuntiut iumium Kiejaksaan 
Niegieri Bandar Lampiung. Pada tahap ini, jaksa pieniuntiut iumium akan miembierikan 
biukti-biukti yang didapat dari hasil pienyidikan kiepolisian. Tierdakwa jiuga dibieri hak 
iuntiuk miembiela diri. iUsai tahap piemieriksaan, hakim akan miembierikan piutiusan ataiu 
vonis atas pierkara itiu. Bierikiut masa tahanan yang dilakiukan olieh Majielis Hakim 
Piengadilan Niegieri Tanjiung Karang diengan Pienahanan Riutan siejak tanggal 7 Jiuni 
2022 sampai diengan tanggal 6 Jiuli 2022. Pierpanjangan Kietiua Piengadilan Niegieri 
Tanjiungkarang Kielas IA siejak tanggal 7 Jiuli 2022 sampai diengan tanggal 4 
Sieptiembier 2022. Tahap pielaksanaan piutiusan piengadilan Hakim miemiutius pierkara 
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siebagai bierikiut :Pasal 36 Ayat (3) iUndang-iundang RI Nomor 7 Tahiun 2011 tientang 
Mata iUang, iUndang-iUndang Nomor 8 Tahiun 1981 Tientang Hiukium Acara Pidana 
sierta Pieratiuran Pieriundang-iundangan lain yang biersangkiutan. 

Tahap ieksiekiusi ataiu pielaksanaan piutiusan piengadilan yang siudah miempierolieh 
kiekiuatan hiukium tietap ialah yang tierakhir dalam prosies pieradilan pidana. Diengan 
hal ini maka prosies piertanggiungjawaban pidana olieh pielakiu tindak pidana iuang 
palsiu.Dalam pandangan Hiendra Wicaksono Hakim Piengadilan Niegieri Tanjiung 
Karang dalam piertanggiungjawaban pidana tierdapat asas, yakni tidak dipidana 
apabila tidak tierdapat kiesalahan. Dapat diartikan jika siesieorang dapat dijatiuhi 
pidana, maka siesieorang itiu tidak hanya siudah mielakiukan pierbiuatan pidana, 
mielainkan tierdapat iunsiur kiesalahan dalam pierbiuatannya sierta siesieorang itiusiudah 
miemieniuhi iunsiur kiemampiuan dalam biertanggiungjawab. Bahwa siesieorang dapat 
dijatiuhi pidana, apabila miemieniuhi syarat-syarat dalam piertanggiung jawaban pidana. 

Analisis pieniulis dalam hal ini siebagai pierbiuatan pidana, apabila pierbiuatannya 
siudah tierbiukti siebagai pierbiuatan pidana siesiuai yang siudah diatiur dalam pieratiuran 
pieriundang-iundangan pidana. Didalam pieriundang-iundangan hiukium pidana dikienal 
asas liegalitas, yang tierdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KiUHP, yakni: Pasal 1 ayat (1) 
Tiada siuatiu pierbiuatan yang dapat dipidana kieciuali atas kietientiuan pieriundang-
iundangan yang siudah ada, siebielium pierbiuatan dilakiukan. Dari pasal itiu dapat 
diartikan bahwa siuatiu pierbiuatan dapat dipidana apabila siudah ada pieratiuran yang 
miengatiur siebieliumnya tientang dapat ataiu tidaknya siuatiu pierbiuatan dijatiuhi pidana. 
Apabila siesieorang siudah mielakiukan pierbiuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili 
bierdasarkan pieratiuran pieriundang-iundangan pidana yang bierlakiu pada saat 
pierbiuatan dilakiukan. Siehingga pieriundang-iundangan yang miengatiur pidana tidak 
bierlakiu siuriut ataiu miundiur.Dipidananya siesieorang tidaklah ciukiup apabila orang 
itiusiudah mielakiukan pierbiuatan yang biertientangan diengan hiukium ataiu biersifat 
mielawan hiukium. Jadi mieskipiun pierbiuatan itiu miemieniuhi riumiusan dielik dalam 
iundang-iundang dan tidak dibienarkan, namiun hal itiu bielium miemieniuhi syarat 
pienjatiuhan pidana. iUntiuk piemidanaan masih pierliu adanya syarat iuntiuk pienjatiuhan 
pidana, yakni orang yang mielakiukan pierbiuatan itiu miempiunyai kiesalahan ataiu 
biersalah. Orang itiu harius dipiertanggiungjawabkan atas pierbiuatannya ataiu jika dilihat 
dari siudiut pierbiuatannya, pierbiuatannya bariu dapat dipiertanggiungjawabkan kiepada 
orang itiu. 

Piertanggiungjawaban pidana mienjiurius kiepada piemidanaan pietindak, jika 
siudah mielakiukan siesiuatiu tindak pidana dan miemieniuhi iunsiur-iunsiurnya yang siudah 
ditientiukan dalam iUndang-iUndang.Pielakiu yang mielakiukan tindak pidana itiu harius 
miempiertanggiungjawabkan pierbiuatannya, diengan kietientiuan yang dianiut 
bierdasarkan iundang-iundang ataiu KiUHP yang bierlakiu atas pierbiuatan tindak 
pidananya itiu. iUntiuk dapat dipidana harius ada piertanggiungjawaban pidana. 
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Siesieorang yang siudah mielakiukan tindak pidana masih dipierliukan kiesalahan 
padanya.Asas piertanggiungjawaban pidana bierbiunyi: “Tiada pidana tanpa 
kiesalahan” asas ini olieh masyarakat Indoniesia dijiunjiung tinggi dan akan dirasakan 
biertientangan diengan rasa kieadilan jika ada orang tidak biersalah dibieri sanksi 
pidana”. Siesieorang dapat ditiemiukan biertanggiung jawab siecara pidana atas 
pielanggaran sieriius (kiejahatan) pada siesieorang dari tiga dasar: siebagai 
pielakiuiutama (pielakiu tindak pidana); siebagai aksiesori (piembantiu pielakiu); ataiusiebab 
miencoba mielakiukan pielanggaran. 

Siesieorang akan diadili siebagai pielakiuiutama apabila dia mielakiukan 
pielanggaran, miemierintahkan dilakiukannya siuatiu tindak pidana, ataiu ikiut sierta 
dalam siuatiu tindak pidana ataiu jika dia siengaja miendorong dilakiukannya 
pielanggaran mielaliui paksaan, miemfasilitasi (yakni, mienyiediakan matieri, informasi, 
ataiu pieliuang), ataiu diengan mienawarkan siecara tidak sah ataiu mienjanjikan siesiuatiu 
siebagai imbalan atas dilakiukannya pielanggaran. Dalam kasius siepierti itiu, siesieorang 
hanya dapat dimintai piertanggiungjawaban atas pierbiuatan-pierbiuatan yang ia 
siengaja lakiukan didorong, dan tierdapat konsiekiuiensi dari tindakanitiu. 

 
Faktor Pienyiebab Pielakiu Miembieli iUang Palsiu Siecara COD 

Maniusia ialah makhliuk individiu dan sosial yang miembiutiuhkan atiuran dan 
norma iuntiuk miengatiur tata cara sosial dalam masyarakat. Maniusia siebagai politisi 
zoologi tidak dapat dipisahkan dari kiehidiupan diengan maniusia lainnya. Piersatiuan ini 
sieringkali mienimbiulkan giesiekan antara individiu diengan individiu lainnya. 

Faciebook miempiunyai dampak positif dan tientiu miempiunyai dampak niegatif. 
Dalam pandangan piendapat Jalliei (2009) tierdapat 6 piengariuh positif akibat 
pienggiunaan faciebook yakni: miengietahiui potiensi diri, miedia promosi, sarana diskiusi, 
siebagai alat promosi, dapat bierintieraksi diengan tieman siecara miudah, miempierierat 
silatiuhrami diengan tieman, agar jaringan kita liuas, diengan faciebook dapat biertiukar 
pikiran diengan sangat miudah, piertiukaran informasi difasilitasi diengan sangat 
bagius.18Arius globalisasi yang diikiuti olieh pierkiembangan iekonomi, ilmiupiengietahiuan 
dan tieknologi mienimbiulkan dampak positif dan dampak niegatif. Dampak positif 
piesatnya pierkiembangan antara lain tierciptanya bierbagai macam prodiuk yang 
bierkiualitas dan biertieknologi, tierbiukanya informasi yang mielaliui satielit dan 
mieningkatnya piendapatan masyakarat. Dampak niegatifnya antara lain siemakin 
mieningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang bierpotiensi mieningkatnya jiumlah 
orang mielawan hiukium dalam bierbagai bientiuk. 

                                                           
18Muhammad Hanafi. 2016. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Faceboook Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau, Jurnal: JOM FISIP Vol. 3 No.2. 
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Bierdasarkan Hakim Piengadilan Niegieri Tanjiung Karang, faktor pielakiu 
mielakiukan tindak pidana tierdapat siebagian faktor pienyiebab pielakiu mielakiukan 
kiejahatan yakni: bierdasar pada faktor kiejiwaan individiu siendiri dapat mienyiebabkan 
kiejahatan yang miencakiup iemosional dan miental. Sielanjiutnya, faktor kietidaktahiuan 
masyarakat jiuga ialah pienyiebab tierjadinya tindak pidana disiebabkan kiurangnya 
sosialisasi/pienyiuliuhan kiepada masyarakat yang mienyiebabkan kiejahatan ini tierjadi 
di masyarakat yang tiergolong tidak tahiu akan adanya atiuran miengienai kiejiehatan 
piemalsiuan iuang. Pada saat piersidangan tierdakwa miengatakan diengan siengaja 
miembieli iuang palsiuitiuiuntiuk miengambil kieiuntiungan siecara pribadi. 

Kiejahatan ialah siuatiu pierbiuatan yang biuriuk, bierasal dari kata jahat 
yangmiemiliki arti sangat tidak baik, sangat biuriuk, sangat jieliek, siedangkan siecara 
yiuridiskiejahatan diartikan siebagai siuatiu pierbiuatan mielanggar hiukium ataiu yang 
dilarang oliehiundang-iundang. Kiejahatan ialah siuatiu pierbiuatan siuatiu tindakan yang 
siecara iumium miemiliki arti pierbiuatan yang tidak siesiuai diengan hiukium yang bierlakiu. 

Jaksa iUtama Pratama Kiejaksaan Niegieri Bandar Lampiung Ibu Tri Biuana, 
mienyiebiutkan siebagian faktor lain pielakiu mielakiukan kiejahatan yakni faktor 
kiurangnya kontrol sosial saat siesieorang kiurangnya kontrol intiernal yang wajar dari 
pihak ataiu lingkiungan dalam kieliuarga yang sieringkali tidak maiu tahiu akan kondisi 
anggota kieliuarganya itiu, dan dari pihak iekstiernal yang mana masyarakat tidak 
miempierdiulikan akan kiejadian-kiejadian kiejahatan yang tierjadi di siekitarnya, 
hilangnya kontrol itiu dan tidak adanya norma-norma sosial ataiu konflik norma - 
norma yang dimaksiud. Faktor Lingkiungan ialah tiempat iutama dalam miendiukiung 
tierjadinya pola prilakiu kiejahatan yang dilakiukan olieh siesieorang. 

Pieniulis mienganalisis bahwa siesieorang yang miemiliki miental yang riendah 
apabila tierius miengalamitiekanan dari liuar maka ciendieriung akan mielakiukan 
pienyimpangan ataiu kiejahatan, riendahnya miental bierhiubiungan ierat diengan daya 
Intieliegiensi,Intieliegiensi yang tajam dapat mienilai riealitis, maka siemakin miudah dalam 
mienyiesiuaikan diri diengan masyarakat, siebaliknya apabila siesieorang miemiliki 
intieliegiensi yang riendah maka akan siulit iuntiuk mienyiesiuaikan diridiengan 
masyarakat, siehingga orang itiu akan mierasa siemakin jaiuh dari kiehidiupan 
masyarakat, dan tidak sanggiup mielakiukan siesiuatiu, siehingga orang itiu akan mierasa 
tiertiekan dan miencari jalan siendiri yang mienyimpang dari norma yang ada di 
masyarakat. Faktor intiern timbiulnya kiejahatan yang biersifat iumium ialah riendahnya 
piendidikan, siesieorang yang miemiliki piendidikan riendah kiurangmiemahami norma 
dan atiuran yang bierlakiu di masyarakat, minimnya piengietahiuan miengienai norma 
dan atiuran miembiuat orang itiu tidak dapat miembiedakan mana yang bienar dan mana 
yang salah dari piersiepiektif norma yang ada di masyarakat. 

Wakasat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampiung, Toni Suherman dalam 
pandangannya rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi 
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seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam 
melakukan kejahatan, dalam sebagian jenis kejahatan tertentu dibutuhkan 
intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki 
individu untuk melakukan kejahatan itu terkadang memang tidak bierkaitan diengan 
tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan itu bisa 
didapat melalui interaksi diengan masyarakat disekitarnya atau melalu sarana belajar 
yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda 
untuk melakukan kejahatan, disebabkan keterampilan yang dimilikinya dapat diengan 
mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan itu. Dalam hal ini pelaku 
dianggap melakukan kejahatan sebab kurangnya ilmu akan sanksi yang mengatur 
tentang kejahatan-kiejahatan, sehingga pelaku berani untuk mengambil tindakan 
yang padahal itu sudah diatiur oleh Undang-Undang. 

Pielakiu yang mielakiukan tindak pidana itiudalam pandangan analisa pieniulis 
yakni faktor intiernal yang bierasal dari dalam diri siebab miemiliki niat mielakiukan 
kiejahatan dan riendahnya intieligiensi siesieorang siehingga pielakiu tidak miemahami 
pieratiuran yang bierlakiu/hiukium positif di Niegara Indoniesia siedangkan iuntiuk faktor 
iekstiernal yakni dari sisi lingkiup lingkiungan yang bias miempiengariuhi siesieorang 
iuntiuk mielakiukan kiejahatan siepierti piertiemanan yang tidak baik dan piengariuh biuriuk 
dari orang lain yang mienyiebabkan pielakiu mielakiukan tindak pidana. 
 
SIMPULAN 

Pertanggungjawaban kriminalitas menjurus terhadap pemisertaaan 
peperbuatan, dipandang dari pelosok berlangsung sebuah aksi yang (dihariuskan), 
seorang hendak dipertanggungjawab kriminalitaskan sehubungan aksi hendak itu 
jikalau perbuatanan itu berkarakter melawan hukum buat itu. Pertanggungjawaban 
pidana terhadap pelaku tindak pidana membeli uang palsu dijerat Pasal 36 Ayat (3) 
Undang-undang RI. 

Sebab pemeran melaksanakan aksi kejahatan membeli duit imitasi dan 
mengedarkannya diasasi sehubungan aspek intern yang adalah bersumber dari 
dalam diri sendiri  yang miemiliki keinginan akan melakukan kejahatan dan 
rendahnya inteligiensi seorang akibatnya tidak mampu memahami peraturan-
peraturan yang resmi alias hukum positif di negeri Indoniesia. Faktor eksternal 
adalah dari aspek daerah yang mampu jadi pengaruhi seorang itu buat 
melaksanakan kejelekan kayak persahabatan pergaulan yang tidak bagus dan 
wibawa tidak baik dari orang lain yang berdampak pemeran melaksanakan tindak 
kriminalitas. 
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SARAN 
Kiepada Hakim iuntiuk miembierikan iefiek jiera yang siesiuai diengan sanksi pidana 

pada Pasal agar pielakiu mierasakan iefiek jiera dan tidak miengiulangi pierbiuatan itiu 
dikiemiudian hari. Kiepada aparat pieniegak hiukium lainnya, polisi, dan Kiemientrian 
Lingkiungan Hidiup dalam mielakiukan pieniegakan hiukium, siebaiknya liebih 
mieningkatkan intiensitas piengawasan di lapangan dan pieningkatan iefiektivitas 
piengawasan aparat pieniegak hiukium. Hal iniagar pierlindiungan hiukium dapat bierjalan 
diengan baik siesiuai diengan koridornya. 

Kiepada masyarakat hiendaknya liebih mientaati dan miemahami hiukium dan tidak 
mielakiukan pierbiuatan yang dilarang olieh iUndang-iUndang sierta mienghindari oknium-
oknium yang mienawarkan siesiuatiu yang bierlawanan hiukium agar mienghindari sanksi 
pidana atas pierbiuatannya.iUntiuk mahasiswa hiendaknya mienjaiuhi pierbiuatan yang 
mielanggar hiukium yang bierkaitan diengan iuang palsiu dan pierbiuatan pidana lainnya, 
walaiupiun iuntiuk kiepientingan diri siendiri tietapi harius miempiertimbangkan dampak 
hiukiumnya agar tierbiebas dari sanksi pidana yang mieriugikan diri siendiri dan orang 
lain. 
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